







A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”. 
Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto diartikan 
sebagai peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia 
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, 
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan 
yaitu dengan hukuman.
1
 Tujuan keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan 
ketertiban dan keadilan dengan cara melindungi kepentingan setiap masyarakat, 
termasuk melindungi martabat dan kehormatan, sehingga kehidupan berjalan 
secara harmonis dan terkendali.
2
 Pidana oleh Sudarto didefinisikan sebagai 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
3
 
Dari gabungan dua kata hukum dan pidana muncul istilah hukum pidana 
yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana. 
Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa 
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memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan 
dan juga tidak sehari-hari diberikan.
4
 Sementara itu, menurut C.S.T. Kansil 
hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 




Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada 
masa sekarang ini semakin berkembang dan merupakan fenomena yang sangat 
meresahkan bagi masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan 
yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan perbuatan yang oleh hukum pidana 
dilarang, ancaman pidananya ditunjukan pada pelaku yang melakukan tindak 
pidana tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diadili 
dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan cara dan dalam keadaan seperti yang 
diuraikan dalam pasal yang mengaturnya. 
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan 
yang semakin banyak dilakukan seseorang dengan cara merusak nama baik orang 
lain. Banyaknya kasus pencemaran nama baik disebabkan banyak masyarakat 
yang tidak berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu ataupun menyampaikan dan 
menyebarluaskan suatu informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 
banyak yang belum memahami aturan hukum yang berlaku, berdasarkan Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diistilahkan sebagai 
penghinaan. 
 Serta kemajuan teknologi yang semakin canggih tidak menyebabkan 
kejahatan semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Jenis dan modus tindak 
pidana pencemaran nama baik pada masa sekarang ini terus meningkat karena 
kemajuan teknologi informasi. Namun, tingkat keberhasilan pengungkapan 
pelaku pencemaran nama baik dengan teknologi informasi masih sangat rendah. 
Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat. Karena kerugian yang 
ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidaklah sedikit.
6
  
Salah satu kasus terkait pencemaran nama baik adalah kasus yang 
dilakukan oleh Prita Mulyasari pada Agustus tahun 2008. Prita menuliskan 
keluhan mengenai perawatan di RS Omni Internasional melalui e-mail yang 
kemudian beredar ke mailing-list, hal itu membuat Prita dijerat dengan UU ITE 
Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Prita sempat ditahan 
selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian di tangguhkan menjadi 




Delik pencemaran nama baik telah diubah menjadi delik aduan, yaitu untuk 
dapat dilakukan penuntutan perlu adanya pengaduan dari pihak yang diserang 
nama baiknya dan untuk dapat dituntut harus juga terdapat perbuatan yang 
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dilarang. Hal ini diatur dalam Buku Kesatu Bab VII KUHP tentang mengajukan 
dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya 
dituntut atas pengaduan. Sejauh ini sudah banyak sekali pengaduan terkait 
pencemaran nama baik bahkan melibatkan tokoh-tokoh publik. 
Pencemaran nama baik yang dilakukan tanpa melalui media elektronik atau 
internet dapat diselesaikan melalui hukum privat atau perdata.
8
 Sementara itu 
sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik atau 
internet diatur sendiri dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) yang disebutkan: 
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 
Penerapan sanksi hukum pidana yang disebutkan dalam undang-undang 
berupa pidana penjara dan pidana denda. Sementara itu, peraturan sanksi pidana 
menurut hukum pidana islam bagi pelaku pencemaran nama baik berupa sanksi 
yang tidak dirumuskan secara pasti dalam nash Alquran dan hadis, dimana 
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Dalam hukum pidana islam, hukuman adalah sanksi yang dijatuhkan 
kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap 
bertanggungjawab.
10
 Bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi, mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dengan 
mengakui kesalahannya dan memberikan rasa derita yang diharapkan dapat 
mengubah pelaku menjadi orang yang baik. Oleh sebab itu penjatuhan sanksi 
pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, tetapi juga untuk mencapai suatu 
ketertiban, kedamaian, dan ketentraman bagi masyarakat, dan sebagai upaya 
pembelajaran untuk pelaku tindak pidana.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang 
peraturan hukum pidana serta peraturan sanksi pidana islam dan penerapan 
hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik. Maka penulis akan 
mengambil judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama 





                                                          
9
 Fuad Thohari, 2018, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan 
Ta’zir), Yogyakarta: Deepublish, hal. 10. 
10





B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
Pembatasan masalah merupakan suatu batasan yang dibatasi oleh masalah-
masalah yang akan dibicarakan dan hanya terfokus pada pokok permasalahan 
yang ditentukan untuk menghindari ketidaksesuaian dan agar tidak menyimpang 
dari pokok pembahasan. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini 
mengenai peraturan serta penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama 
baik menurut KUHP, UU ITE dan juga menurut hukum pidana islam. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang 
penting, berguna untuk memfokuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, 
maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama 
baik? 
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 
menurut KUHP dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi 
dan Transaksi Elektronik? 
3. Bagaimana peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 






C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahn tersebut, maka tujuan penulisan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran 
nama baik. 
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 
menurut KUHP dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
3. Untuk mengetahui peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran 
nama baik menurut hukum pidana islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 
untuk semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini dirumuskan dengan dua 
hal, yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran serta menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan di 
bidang Ilmu Hukum terkait peraturan dan penerapan hukum pidana terhadap 
pelaku pencemaarn nama baik menurut KUHP, UU ITE dan juga menurut 





2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran 
dan pola pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab pokok permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini. 
b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 
dan menjadi acuan atau bahan referensi dalam mengkaji suatu 
permasalahan khususnya yang berhubungan dengan pelaku pencemaran 
nama baik menurut KUHP, UU ITE dan juga menurut hukum pidana 
islam. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang 
dengan cara merusak nama baik orang lain. Dalam hukum pidana diistilahkan 
sebagai penghinaan. Sementara itu menurut R. Soesilo yang dimaksud menghina 
adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang bukan dalam arti 
seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. 
Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap 
apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi rasa atau perasaan harga 
diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa atau perasaan harga diri mengenai 
nama baik (goedennaam) seseorang. Rasa harga diri adalah inti dari objek 







 Bentuk-bentuk penghinaan mengandung sifat yang sama yaitu 
terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat 
mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu, pencemaran 
dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.
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Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP 
dengan sanksi hukuman yang bervariasi menurut perbuatannya masing-masing. 
Sementara pencemaran nama baik melalui media eletronik atau internet diatur 
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan sanksi hukuman yang diatur sendiri 
dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dan peraturan sanksi pidana islam terhadap 
pelaku pencemaran nama baik masuk dalam kategori hukuman ta’zir yaitu 
pelaksanaan hukumannya menjadi kewenangan hakim, terdiri dari hukuman 
pidana mati, pidana dera, dan pidana penjara.  
 
F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 
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yang terjadi saat sekarang,
13
 dan digunakan untuk menjawab permasalahan 
yang sedang dihadapi, dimana data yang diperoleh dari penelitian ini dapat 
menggambarkan secara tepat dan jelas terkait hukum pidana bagi pelaku 
pencemaran nama baik. Dari data tersebut kemudian dilakukan pengolahan 
informasi atau data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau 
penyelesaian mengenai pokok permasalahan mengenai pelaku pencemaran 
nama baik. 
2. Metode Pendekatan 
Dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris. Metode ini melihat dari segi yuridis yaitu melalui peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan 
melihat dari data kasus pencemaran nama baik yang terdapat di Polres 
Banjarbaru Kalimantan Selatan. 
3. Lokasi Penelitian 
Agar mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan, 
maka penulis melakukan penelitian di Polres Banjarbaru Kalimantan 
Selatan.  
4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
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Data primer adalah sumber data asli yang diperoleh langsung dari 
lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian di 
Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek 
permasalahan yang dikaji. Data sekunder ini terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu berasal dari 
berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). 
c) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
d) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berasal 
dari buku-buku jurnal, skripsi, media cetak, yang terkait dengan 






3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Studi Lapangan 
Studi lapangan yaitu merupakan teknik pengumpulan data secara 
langsung dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak 
Kepolisian di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan yang berwenang 
dalam mengatasi masalah pencemaran nama baik. 
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dari peraturan 
perundang-undangan dan buku-buku literatur yang behubungan dengan 
objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai peraturan dan 
penerapan hukum pidana bagi pelaku pencemaran nama baik. 
6. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu 
menggabungkan data yang ada berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku dan lain sebagainya yang berakitan dengan pencemaran nama baik 






G. Sistematika Skripsi 
Sistematika skripsi bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan 
memberikan gambaran mengenai rangkaian dari penulisan skripsi agar lebih 
terarah. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan dan 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 
metode penelitian, dan sistematika skripsi.  
BAB Tinjauan Pustaka akan dibagi menjadi lima bagian yakni 
menguraikan tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana dalam hukum pidana 
islam, pencemaran nama baik, sanksi pencemaran nama baik, serta sistem 
peradilan Restorative Justice. 
BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni menguraikan data yang 
diperoleh untuk dianalisis. 
BAB Penutup yakni menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis 
yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. 
